
 
 
 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 37/M-DAG/PER/9/2010 

TENTANG 
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN 

KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA 
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2011 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 ayat (5) Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan, perlu menetapkan lingkup urusan 
pemerintahan di bidang perdagangan yang akan dilimpahkan 
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 
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  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4844);  

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  7. Undang-Undang Nomor  39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4916); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4405); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4855); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor  96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 
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  14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi 
dan Tugas Pembantuan, (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4816); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi; 

  16. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4418); 

  17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 

  18. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
dan Organisasi Kementerian Negara; 

  19. Peraturan Presiden  Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 

  20. Peraturan Presiden  Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

  21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang 
Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Negara; 

  22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang 
Bagan Akun Standar; 

  23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  120/PMK.06/2007 tentang 
Penatausahaan Barang Milik Negara; 

  24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang 
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 

  25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan 
Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 

  26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang 
Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan; 

  27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan; 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELIMPAHAN 
SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN 
KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM 
RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN 
ANGGARAN 2011. 

  BAB I 
KETENTUAN UMUM 

  Pasal 1 

  Dalam Peraturan Menteri  ini yang dimaksud dengan : 

  1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah 
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada 
Instansi Vertikal di wilayah tertentu. 

  2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut 
SKPD Provinsi, adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah 
Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
dekonsentrasi di bidang perdagangan di daerah provinsi. 

  3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh 
Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua 
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 
dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk 
instansi vertikal pusat di daerah. 

  4. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah 
dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 

  5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut 
Renja-K/L, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

  6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang 
selanjutnya disebut RKA-K/L, adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu 
Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana 
Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 
yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran 
yang diperlukan untuk melaksanakannya. 

 
 
 

 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah 
daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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  8. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

  9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut 
DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

  10. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN adalah semua 
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal 
dari perolehan lainnya yang sah. 

  11. Kementerian Perdagangan, yang selanjutnya disebut Kementerian 
adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan 
perdagangan dalam pemerintahan. 

  12. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, yang selanjutnya 
disebut Dirjen PDN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang perdagangan dalam negeri. 

  13. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, yang selanjutnya 
disebut Dirjen Daglu adalah Direktur Jenderal yang tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang perdagangan luar negeri. 

  14. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, yang 
selanjutnya disebut Dirjen SPK adalah Direktur Jenderal yang 
tugas dan tanggung jawabnya di bidang Standardisasi dan 
Perlindungan Konsumen. 

  15. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, yang 
selanjutnya disebut Dirjen PEN adalah Direktur Jenderal yang 
tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengembangan ekspor 
nasional. 

  16. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang 
selanjutnya disebut Kepala Bappebti adalah Badan yang tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang pengawasan perdagangan berjangka 
komoditi. 

  17. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian 
Perdagangan. 

  18. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perdagangan. 

  BAB II 
TUJUAN 

  Pasal 2 

  Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan 
Pemerintah di bidang perdagangan kepada gubernur sebagai wakil 
Pemerintah untuk melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan 
dekonsentrasi bidang perdagangan di daerah. 
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